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Abstrak 
Salah satu bentuk manipulasi data elektronik juga terjadi dalam dunia transportasi online. Subjek 
dalam hal ini adalah driver GrabCar. Normalnya seorang driver GrabCar mendapatkan dan menjalankan 
orderan yang diberikan oleh sistem aplikasi GrabCar apabila ada orderan kastamer yang masuk 
kedalam akun aplikasi  driver GrabCar. Setiap orderan yang diselesaikan  driver GrabCar mendapatkan 
poin. Poin inilah yang harus dikumpulkan dan dikejar si driver GrabCar untuk memperoleh target bonus 
insentif. Karena tantangan dalam memperoleh bonus insentif itu cukup berat maka si driver melakukan 
kecurangan dengan memanipulasi sistem order. Dengan demikian perbuatan itu jelas melanggar 
ketentuan hukum bahkan peraturan perusahaan GrabCar itu sendiri. Selain sanksi dari perusahaan 
Grab berupa putus mitra,  pelaku dapat dikenai sanksi pidana sebagaimana diatur dalam undang-
undang  informasi dan transaksi elektronik. 
Kata Kunci: Driver, Bonus Insentif, Manipulasi. 
 
Abstract 
One form of electronic data manipulation happens in the world of online transportation. The subject in this 
case is the GrabCar driver. Normally a GrabCar driver gets and runs an order given by the GrabCar 
application system when a customer order enters into the GrabCar driver application account. Every order 
completed by the GrabCar driver gets points. These points must be collected and pursued by the GrabCar 
driver to get the incentive bonus target. Because the challenge in obtaining bonus incentives is little bit 
heavy, the driver is cheating by manipulating the order system. Thus the act clearly violates the legal 
provisions and even the regulations of GrabCar itself. In addition to sanctions from Grab companies in the 
form of breaking up partners, perpetrators may be subject to criminal sanctions as stipulated in the 
information and electronic transaction law. 
Keywords: Driver, Incentive Bonus, Manipulating. 
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masyarakat-masyarakat di dunia dewasa 
ini merupakan gejala yang normal, yang 
pengaruhnya menjalar dengan cepat ke 
bagian-bagian lain dari dunia, antara lain 
berkat adanya komunikasi modern 
(Soekanto, 2011). Apalagi ketika 
dipadukan dengan transportasi dengan 
menggunakan jasa teknologi informasi 
sehingga dikenal dengan transportasi 
online. Sejak kehadiran transportasi online 
di Indonesia tahun 2010-an, segalanya kini 
terasa mudah dengan hanya menggunakan 
aplikasi yang ada di handphone untuk 
melakukan pemesanan untuk jasa 
pengantaran baik itu untuk orang, antar 
barang atau kurir, makanan, dan 
sebagainya. Dengan adanya opsi jenis 
kendaraan mau yang bike/ride ataupun 
car, memungkinkan customer dapat 
memilih sesuai dengan kebutuhannya. 
Salah satu perusahaan transportasi 
online di Indonesia adalah Grab. 
Perusahaan transportasi online yang 
berasal dari Singapura ini telah 
berekspansi ke Indonesia pada 2014 
cukup sukses dan banyak dinikmati 
pengguna jasa dan juga memberikan 
lowongan pekerjaan bagi banyak 
masyarakat, ditambah lagi statusnya yang 
kini menjadi Decacorn. Status itu 
menjadikannya sebagai perusahaan 
raksasa yang patut diperhitungkan. Selain 
menguntungkan bagi pengguna jasa, 
kehadiran Grab juga memberi lowongan 
kerja bagi masyarakat untuk menjadi 
driver baik sebagai sampingan ataupun 
tetap. Apalagi dengan adanya bonus 
insentif yang diberikan perusahaan bagi 
para mitranya apabila sudah mencapai 
target yang dicapainya. Dikarenakan 
dengan adanya target, sehingga menjadi 
tantangan bagi driver untuk memperoleh 
bonus insentif. Sehingga tidaklah heran 
apabila ada oknum berusaha untuk 
memenuhinya dengan pelbagai cara, tidak 
mustahil dalam memenuhi kebutuhan itu 
dilakukan dengan cara melanggar hukum 
(Ali Zaidan, 2016). 
Kegiatan atau aktivitas seorang 
driver Grab tidak lepas dengan 
penggunaan media elektronik. Kegiatan itu 
disebut kegiatan dalam ruang cyber atau 
cyberspace, meskipun bersifat virtual 
dapat dikategorikan sebagai tindakan atau 
perbuatan hukum yang nyata. Secara 
yuridis kegiatan pada ruang cyber tidak 
dapat didekati dengan ukuran dan 
kualifikasi hukum konvensional saja sebab 
jika cara ini yang ditempuh akan terlalu 
banyak kesulitan dan hal yang lolos dari 
pemberlakuan hukum. Kegiatan dalam 
ruang cyber adalah kegiatan virtual yang 
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berdampak sangat nyata meskipun alat 
buktinya bersifat elektronik. Dengan 
demikian, subjek pelakunya harus 
dikualifikasi pula sebagai orang yang telah 
melakukan perbuatan hukum secara nyata 
(Amirulloh, 2017). 
Perbuatan pelanggaran hukum 
yang berkenaan dengan kegiatan dalam 
ruang cyber dapat disebut dengan 
kejahatan di dunia cyber atau cybercrime. 
Secara umum cybercrime adalah upaya 
memasuki dan atau menggunakan fasilitas 
komputer atau jaringan komputer tanpa 
izin dan dengan melawan hukum dengan 
atau tanpa menyebabkan perubahan dan 
atau kerusakan pada fasilitas komputer 
yang dimasuki atau digunakan tersebut 
(Arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2009). 
Salah satu upaya yang dapat dilakukan 
masyarakat untuk menanggulangi 
pelanggaran tersebut adalah dengan 
menggunakan hukum pidana. Penggunaan 
hukum pidana tersebut tetap dipandang 
penting sebagai dasar pencelaan atas 
perbuatan dan pelaku yang melanggar 
hukum dalam upaya mewujudkan 
keadilan, kepastian hukum dan ketertiban 
umum. Hukum pidana juga harus tetap 
ditempatkan sebagai sarana terakhir atau 
ultimum remedium (Budhijanto, 2017).  
Pada Pasal 4 butir e Undang-
Undang Republik Indonesia tentang 
Informasi dan Transaksi Elektronik diatur 
tentang salah satu tujuan hukum di bidang 
informasi dan transaksi elektronik, 
memberikan rasa aman, keadilan dan 
kepastian hukum bagi pengguna dan 
penyelenggara teknologi informasi. 
Semuanya itu dapat tercapai apabila 
memperdayakan semua komponen sistem 
hukum (Widodo, 2018).  
 
METODE PENELITIAN  
Metode penelitian hukum normatif-
empiris ini pada dasarnya merupakan 
penggabungan antara pendekatan hukum 
normatif dengan adanya penambahan dari 
berbagai unsur-unsur empiris.  Penelitian 
hukum normatif membahas mengenai 
aspek-aspek teori dan Penelitian hukum 
empiris melihat hukum secara langsung 
dengan meneliti bagaimana mekanisme 
hukum yang berjalan dikehidupan 
masyarakat. 
Data Sekunder dalam penelitian ini 
bersumber dari: 
1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-
bahan hukum positif terdiri dari: 
a. UU RI No. 19 tahun 2016 tentang 
Perubahan atas UU RI No. 11 
tahun 2008 tentang Informasi dan 
Transaksi Elektronik. 
b. UU RI No. 35 tahun 2014 tentang 
Perubahan atas UU RI No. 23 
tahun 2002 tentang Perlindungan 
Anak 




2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-
bahan yang digunakan untuk 
memberikan penjelasan mengenai 
bahan hukum primer yang berasal dari 
berbagai sumber dalam bentuk teori. 
3. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan-
bahan hukum pendukung yang 
digunakan untuk menambah 
penjelasan dari bahan hukum primer 
dan sekunder seperti media internet. 
Data dalam penelitian dikumpulkan 
dengan cara: 
a. Studi Kepustakaan, yaitu dilakukan 
dengan cara membaca, mempelajari, 
mendalami, dan memahami buku-buku, 
peraturan perundang-undangan dan 
pendapat-pendapat yang berkaitan 
dengan materi yang diteliti. 
b. Studi Dokumen, yaitu digunakan dalam 
penelitian sebagai sumber data karena 
dalam banyak hal dokumen sebagai 
sumber data dimanfaatkan untuk 
menguji, menafsirkan, bahkan untuk 
meramalkan (Moleong, 2014).  
c. Wawancara, yaitu dilakukan dengan 
cara menyiapkan beberapa pertanyaan 
dari penulis yang akan ditanyakan 
kepada beberapa narasumber untuk 
keperluan melengkapi data pada 
penelitian ini.   
Data yang diperoleh dari penelitian 
ini dianalisis dengan menggunakan 
metode analisis kualitatif, yaitu 
menganalisis berdasarkan data-data yang 
diperoleh dan ditelaah dari berbagai 
macam sumber yang telah diakui 
keabsahannya sehingga terhindar dari 
fabrikasi data dalam bentuk teori. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN  
Unsur-unsur Tindak Pidana pada Driver 
GrabCar sebagai Pelaku Tindak Pidana 
dalam Memanipulasi Data Elektronik 
Berdasarkan analisa peneliti, dari data 
yang dikumpulkan oleh peneliti sendiri 
melalui hasil interview dengan beberapa driver 
GrabCar pada tanggal 22 Januari 2020 yang 
menunggu orderan di wilayah komplek CBD 
Polonia jalan Padang Golf blok CC kecamatan 
Medan Polonia kota Medan, secara garis besar 
ada dua faktor penyebab tindak pidana pada 
driver GrabCar sebagai pelaku tindak pidana 
dalam memanipulasi data elektronik. 
Penyebab tindak pidana tersebut berasal dari 
faktor eksternal maupun faktor internal driver 
GrabCar itu sendiri. Uraian mengenai kedua 
faktor tersebut sebagaimana analisa peneliti 
adalah sebagai berikut: 
1. Faktor Internal 
Standar pencapaian target bonus 
insentif pada aplikasi driver GrabCar dapat 
diperoleh apabila driver yang bersangkutan 
rajin menjalankan orderan, tidak sering 
melewatkan orderan, tidak sering 
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membatalkan orderan, rajin mobile apabila 
pada satu titik sepi orderan, dan 
melaksanakan pekerjaan sesuai dengan SOP 
(Standar Operasional Prosedur) sehingga 
memberikan penilaian positif dari kastamer 
yang berakibat pada lancarnya orderan. 
Semakin banyak orderan yang diambil atau 
diterima maka semakin banyaklah poin yang 
didapat. Namun banyak alasan yang variatif 
yang menyebabkan susahnya pencapian 
bonus tersebut. Lain hal jika memang orderan 
sepi pada hari-hari tertentu dan apabila terjadi 
error pada sistem aplikasi yang biasanya 
karena ada gangguan jaringan atau 
maintenance namun itu juga terjadi pada saat 
tertentu saja. Dikecualikan apabila ada 
orderan fiktif atau kondisi yang tak 
memungkinkan seperti kecelakaan, kerusakan 
kendaraan, atau alasan-alasan lain yang 
genting yang mengakibatkan terhambatnya 
menjalankan orderan.  
Sebagian besar alasan susahnya 
pencapian bonus adalah berasal dari dalam 
diri driver itu sendiri. Memperoleh bonus 
insentif secara instan dan tidak mau usaha 
untuk memperolehnya, padahal perusahaan 
Grab sendiri memberikan bonus insentif 
tersebut agar para mitranya tetap semangat 
dan tertantang dalam mencapainya dan 
otomatis memberikan usaha yang lebih baik 
dalam memberikan pelayanan setiap hari 
kepada kastamer. Bonus insentif sebagai 
penghargaan yang diberikan perusahaan 
kepada mitra driver-nya atas capaian 
orderannya setiap hari. 
Karena susahnya pencapaian target 
bonus insentif itu maka driver GrabCar yang 
malas akan melakukan cara lain yang lebih 
instan yaitu melakukan kecurangan berupa 
memanipulasi sistem order dengan 
menggunakan aplikasi kastemer atau aplikasi 
driver milik orang lain tanpa seizin dari 
perusahaan Grab. Padahal ada tata cara dalam 
kepemilikan akun baik itu aplikasi kastamer 
ataupun driver diatur dan ditentukan oleh 
perusahaan Grab, sehingga tidak dapat 
dipergunakan secara sembarangan. 
2. Faktor Eksternal  
Pengaruh lingkungan dalam interaksi 
sosial menjadi berdampak ketika driver 
original atau driver yang menjalankan 
ketentuan perusahaan sebagaimana mestinya 
melakukan kontak atau dipengaruhi oleh 
driver lain yang telah melakukan manipulasi 
sistem order. Dipengaruhi dengan 
pemahaman bahwa memanipulasi sistem 
order adalah kerja cepat tanpa mengeluarkan 
tenaga hanya modal kekompakan maka tak 
heran apabila driver banyak terpengaruh 
melakukan orderan fiktif karna melihat 
teman-teman atau rekan driver lainnya juga 
melakukan manipulasi sistem order tanpa 
memikirkan dampak dan resikonya. Hal ini 
dapat dimaklumi karna penempatan dirinya 
dalam hubungan dengan lingkungannya 
(Akhdiat dan Marleani, 2011). 





Upaya Hukum terhadap Kasus Driver 
GrabCar sebagai Pelaku Tindak Pidana 
dalam Memanipulasi Data Elektronik 
Manipulasi data elektronik disebut 
juga pemalsuan melalui komputer atau 
Computer Related Forgery yaitu perbuatan 
yang dilakukan seseorang secara sengaja 
dan tanpa hak memasukkan, mengubah, 
menghapus data otentik menjadi tidak 
otentik dengan maksud untuk digunakan 
sebagai data otentik (Widodo, 2018). 
Ditambah lagi pengunaan Fake GPS atau 
Mock Location untuk mengelabui pihak 
perusahaan tranpostasi online yang jelas 
itu merupakan suatu pelanggaran kode 
etik perusahaan. 
Upaya hukum dibutuhkan dalam 
menanggulangi kasus manipulasi data 
elektronik terkhususnya dalam 
transportasi online. Baik itu upaya penal 
sebagai langkah represif maupun non 
penal sebagai langkah preventif. Represif 
sebagai langkah untuk mengembalikan 
keseimbangan yang pernah mengalami 
gangguan dan diwujudkan dengan 
menjatuhkan sanksi-sanksi negatif 
terhadap warga masyrakat yang 
melanggar atau meyimpang dari nilai dari 
kaidah yang berlaku di masyarakat. Dan 
preventif sebagai suatu pencegahan 
terhadap terjadinya gangguan-gangguan 
pada keseimbangan antara stabilitas dan 
fleksibilitas (Soekanto, 2011).  
Upaya-upaya tersebut untuk lebih 
jelasnya adalah sebagai berikut: 
1. Upaya Represif  
Upaya ini adalah melakukan 
penangkapan terhadap pelaku manipulasi 
data elektronik dengan melakukan razia 
terhadap tempat-tempat yang dicurigai 
sebagai tempat berkumpulnya oknum-
oknum yang melakukan manipulasi data 
elekronik seperti tempat-tempat ngetem 
atau berkumpulnya para driver GrabCar, 
kost-kost, warung, dan sebagainya. Dan 
respon cepat dari pihak penegak hukum 
apabila menerima laporan dari masyarakat 
bila diketahui ada suatu tempat yang 
mencurigakan untuk dijadikan untuk 
melakukan tindakan manipulasi data 
elektronik. Dan tentu dalam pelaksanaan 
baik itu penerimaan laporan serta 
penangkapan oleh aparat penegak hukum 
harus sesuai dengan ketentuan yang diatur 
dalam pasal 4 dan pasal 7 dalam Kitab 
Undang-Undang Hukum Acara Pidana 
(Karjadi dan Soesilo, 2017).   
2. Upaya Preventif 
Upaya penanggulangan kejahatan 
lewat jalur diluar hukum pidana lebih 
menitikberatkan pada sifat pencegahan 
atau preventif. Upaya penanggulangan 
kejahatan ini merupakan pencegahan 
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terjadinya kejahatan, maka sasaran 
utamanya adalah menangani faktor-faktor 
tindak pidana manipulasi data elektronik 
transportasi online GrabCar secara 
kondusif penyebab terjadinya kejahatan. 
Faktor-faktor kondusif itu antara lain 
berpusat pada masalah-masalah atau 
kondisi-kondisi sosial yang secara 
langsung atau tidak langsung dapat 
menimbulkan kejahatan. Langkah-langkah 
upaya preventif dalam penanggulangan 
tindak pidana manipulasi data elektronik 
pada transportasi online GrabCar yaitu: 
a. Pengawasan  
Dalam pengawasan terhadap tindak 
pidana manipulasi data elektronik 
tranportasi online GrabCar dibutuhkan 
kerjasama antara semua pihak. Baik itu 
penegak hukum, masyarakat dan driver itu 
sendiri. Koordinasi yang baik diantara 
semua pihak dapat membantu aparat 
penegak hukum dalam menindaklanjuti 
kasus tindak pidana manipulasi data 
elekronik. 
Driver yang original atau driver 
yang menjalankan orderan sesuai dengan 
standar operasional prosedur dapat 
melaporkan apabila ada oknum driver lain 
yang kedapatan melakukan tindak pidana 
manipulasi data elektronik. Meskipun itu 
sulit karna takut mendapat lawan dari 
driver melakukan tindak pidana tersebut, 
driver original dapat berkoordinasi dengan 
driver original lainnya, melapor langsung 
ke aparat penegak hukum ataupun 
mengadu kepada satgas yang disediakan 
oleh perusahaan Grab. 
Satgas atau satuan tugas yang 
disediakan oleh perusahaan Grab selain 
dari mengemban tanggung jawab untuk 
menerima panggilan darurat apabila 
terjadi kendala yang urgen di lapangan 
juga diberikan tugas oleh perusahaan Grab 
untuk mengawasi apabila ada oknum 
driver yang diduga atau kedapatan 
menggunakan tuyul atau aplikasi 
tambahan yang dilihat dari sistem Grab. 
Tentu saja dalam pelaksanaan tersebut 
pihak satgas Grab juga berkoordinasi 
dengan tim Cyber Crime kepolisian untuk 
proses lebih lanjut.  
b. Himbauan 
Penyuluhan dan himbauan adalah 
salah satu usaha untuk meningkatkan 
kesadaran hukum masyarakat. Penyuluhan 
ini dapat berupa pemberian informasi dan 
arahan atau masukan kepada masyarakat, 
khususnya tindak pidana manipulasi data 
elektronik. Penyuluhan kesadaran tersebut 
juga meliputi melakukan melaporkan 
kepada yang berwajib apabila diketahui 
ada pelaku tindak pidana manipulasi data 
elektronik transportasi online GrabCar. 
Himbauan agar tidak melakukan 
tindak pidana manipulasi data elektronik 
transportasi online GrabCar sebenarnya 




sudah diberikan kepada calon mitra 
GrabCar yang mau menjadi driver GrabCar 
atau dengan kata lain saat masa training di 
kantor perusahaan Grab. Bahkan untuk 
driver yang sudah lama juga diberikan 
kesempatan untuk mengikuti kopdar atau 
kopi darat temu muka dengan wakil 
perusahaan untuk membicarakan masalah 
di lapangan dan tentu juga permasalahan 
pemakaian aplikasi tambahan maupun 
orderan fiktif. 
 
Kebijakan Hukum terhadap Kasus 
Driver GrabCar sebagai Pelaku Tindak 
Pidana dalam Memanipulasi Data 
Elektronik berdasarkan Putusan Hakim 
Nomor 853/Pid.Sus/2018/PNMks 
1. Kebijakan Penal 
Kebijakan penal adalah upaya 
penanggulangan kejahatan dengan 
menggunakan sarana pidana. Dalam hal ini 
terjadi suatu perumusan dan pemidanaan 
yang telah dilegalkan melalui perundang-
undangan. Kebijakan kriminal ini bersifat 
represif.   
Dalam hal penerapan hukum 
pidana dapat dipandang dari tiga dimensi, 
yaitu :  
a. Dimensi pertama, penerapan hukum 
pidana dipandang sebagai sistem 
normatif yakni penerapan 
keseluruhan aturan hukum yang 
menggambarkan nilai-nilai sosial yang 
didukung oleh sanksi pidana.  
b. Dimensi kedua, penerapan hukum 
pidana dipandang sebagai sistem 
administratif yang mencangkup 
interaksi antar aparatur penegak 
hukum yang merupakan sub-sistem 
peradilan diatas. 
c. Dimensi ketiga, penerapan hukum 
pidana merupakan sistem sosial dalam 
arti bahwa dalam mendefinisikan 
tindak pidana harus pula 
diperhitungkan berabagai prefektif 
pemikiran yang ada dalam lapisan 
masyarakat.  
Sehubungan dengan berbagai 
dimensi diatas dapat dikatakan bahwa 
sebenarnya hasil penerapan hukum pidana 
harus menggambarkan keseluruhan hasil 
interaksi antara aturan hukum, praktek 
administratif dan perilaku social 
(Soekanto, 1983).  
Kebijakan penal selalu berkaitan 
dengan tiga hal pokok, di antaranya: 
pertama, keseluruhan asas dan metode 
yang menjadi dasar dari reaksi terhadap 
pelanggaran hukum yang berupa pidana. 
Kedua, keseluruhan fungsi dari aparatur 
penegak hukum, termasuk di dalamnya 
cara kerja dari pengadilan dan polisi. 
Ketiga, keseluruhan kebijakan, yang 
bertujuan untuk menegakkan norma- 
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norma sentral dari masyarakat. Ini berarti 
bahwa kebijakan kriminal merupakan 
suatu usaha yang rasional dari masyarakat 
dalam menanggulangi kejahatan. Tahap – 
tahap penalisasi sebagai berikut yaitu: 
a. Formulasi (kebijakan legislatif) yaitu 
tahap penegakan hukum in abstracto 
oleh badan pembuat Undang-undang. 
Tahap ini dapat pula disebut sebagi 
tahap kebijakan legislatif. 
b. Aplikasi (kebijakan yudikatif) yaitu 
tahap penerapan hukum pidana oleh 
aparat-aparat hukum mulai dari 
Kepolisian sampai pengadilan. Tahap 
kedua ini dapat pula dusebut dengan 
tahap kebijakan yudikatif. 
c. Eksekusi (kebijakan eksekutif) yaitu 
tahap pelaksanaan hukum pidana 
secara kongkrit oleh aparat-aparat 
pelaksanaan pidana. Tahap ini dapat 
disebut dengan tahap kebijakan 
eksekutif.  
Akibat adanya tahap formulasi 
maka upaya pemecahan dan 
penanggulangan kejahatan bukan hanya 
tugas aparat penegak hukum, tetapi juga 
menjadi tugas aparat pembuat hukum 
(aparat legislatif) bahkan kebijakan 
legislatif merupakan tahap paling strategis 
dari upaya pemecahan dan 
penanggulangan kejahatan melalui 
kebijakan penal. Oleh karena itu, kesalahan 
atau kelemahan kebijakan legislatif 
merupakan kesalahan strategis yang dapat 
menjadi penghambat upaya pencegahan 
dan penanggulangan kejahatan pada tahap 
aplikasi dan eksekusi.  
2. Kebijakan Hukum Non Penal 
Kebijakan kriminal dengan sarana 
non penal artinya upaya penanggulangan 
kejahatan dengan tidak melakukan hukum 
pidana. Upaya non penal dapat juga 
diartikan sebgai upaya yang bersifat 
preventif, misalnya memperbaiki kondisi-
kondisi tertentu dalam masyarakat atau 
melakukan pengawasan tertantu sebagai 
upaya prevensi terhadap kejahatan. Selain 
itu, dapat juga berbentuk sosialisasi 
terhadap suatu perundang-undangan yang 
baru, yang didalamnya mencangkup suatu 
kriminalisasi perbuatan tertentu yang 
menjadi gejala sosial dalam masyarakat 
moderen.  
Berdasarkan hasil interview peneliti 
dengan beberapa driver GrabCar diperoleh 
informasi bahwa perusahaan Grab 
memiliki kebijakan dalam menanggulangi 
tindak pidana manipulasi data elektronik. 
Kebijakan tersebut antara lain: 
a. Apabila dalam satu minggu didapati 
order yang dipesan oleh orang 
atau kastamer yang sama maka 
sistem akan memberikan sanksi 
peringatan bahkan sampai 
pemutusan mitra, karna sistem 
aplikasi Grab membaca orderan 




tersebut terindikasi orderan tidak 
wajar.  
b. Bonus insentif tahun 2020 sudah 
berbeda dengan beberapa tahun 
sebelumnya. Bonus telah 
diturunkan atas kebijakan 
perusahaan Grab. Penurunan 
jumlah bonus insentif membuat 
para driver berpikir dua kali untuk 
melakukan manipulasi sistem 
order. Hal ini tidak sebanding 
dengan resiko akan sanksi yang 
akan diterima jika pelanggaran 
dilakukan.  
c. Adanya kegiatan kopdar atau kopi 
darat antara perwakilan dari 
kantor dengan para driver atau 
komunitas-komunitas driver. 
Kopdar dilaksanakan sebagai 
wadah untuk pembicaraan 
mengenai masalah di lapangan 
termasuk permasalahan 
manipulasi data elektronik.  
3. Pertimbangan hukum hakim dalam 
menjatuhkan putusan terhadap kasus 
driver GrabCar sebagai pelaku tindak 
pidana dalam memanipulasi data 
elektronik Berdasarkan Putusan 
Hakim Nomor 
853/Pid.Sus/2018/PNMks 
Berdasarkan dari proses 
pembuktian di persidangan jaksa penuntut 
umum menghadirkan 11 (sebelas) orang 
saksi, masing-masing telah disumpah 
diperoleh keterangan yang menunjukkan 
peristiwa tindak pidana manipulasi data 
elektronik yang dilakukan oleh terdakwa I 
MUHAMMAD FADIEL RAMADHAN 
ARSYAD alias DODI dan terdakwa II 
MUHAMMAD ERICK KURNIAWAN alias 
ERICK beserta PATTA RAGA, SUHARDI, 
MUHAMMAD ARDIYANSYAH, ARY 
RAHMAT SETIAWAN alias ARI dan JUMAIN 
(dalam berkas terpisah). Dan didukung 
dengan adanya barang bukti yang ditahan 
berupa 22 unit handphone, 10 lembaran 
catatan penggunaan handphone akun 
buatan untuk melakukan pemesanan ojek 
online, dan uang tunai sebesar Rp. 
300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang 
telah disita. 
Semua keterangan yang 
dikemukakan oleh semua saksi, para 
terdakwa membenarkannya. Maka majelis 
hakim menimbang bahwa oleh karena 
seluruh unsur dalam dakwaan tunggal 
sebagaimana diajukan persidangan oleh 
penuntut umum yaitu pasal 51 ayat 1 
juncto pasal 35 Undang-Undang Republik 
Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang 
perubahan atas Undang-Undang Republik 
Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang 
Informasi dan transaksi elektronik berupa 
unsur setiap orang, unsur dengan sengaja, 
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unsur tanpa hak atau melawan hukum, dan 
unsur melakukan manipulasi, penciptaan, 
perubahan, penghilangan, pengrusakan 
informasi elektronik dan/atau dokumen 
elektronik telah terpenuhi, Majelis 
berkeyakinan bahwa para terdakwa 
terbukti secara sah dan meyakinkan 
bersalah melakukan tindak pidana 
memanipulasi data elektronik tentang 
informasi dan Transaksi Elektronik. 
Majelis hakim sebelum 
menjatuhkan hukuman yang setimpal 
mempertimbangkan pula hal-hal yang 
memberatkan dan hal-hal meringankan. 
Hal-hal yang memberatkan:  
a. Perbuatan para terdakwa meresahkan 
masyarakat. 
b. Perbuatan para terdakwa merugikan 
PT. Solusi Transportasi Indonesia 
(Grab Indonesia). 
Hal hal yang meringankan: 
a. Para terdakwa sopan di persidangan 
b. Para terdakwa menyesali 
perbuatannya. 
Majelis Hakim menghukum 
terdakwa I MUHAMMAD FADHIEL 
RAMADHAN ARSYAD alias DODI dan 
terdakwa II MUHAMMAD ERICK 
KURNIAWAN alias ERICK dengan pidana 
penjara selama 8 (delapan) bulan.   
Berdasarkan pertimbangan hakim 
tersebut penulis menganalisa bahwa yang 
menjadi hal menarik adalah bahwa 
terdakwa berlaku sopan di persidangan 
dan mengakui secara terus terang bahkan 
membenarkan setiap keterangan saksi 
yang dihadirkan penuntut umum di 
persidangan sehingga mempermudah 
acara persidangan. Dan dalam pledoi atau 
pembelaan di persidangan para terdakwa 
memohon keringanan hukuman dan 
terdakwa menyesali perbuatannya. Hal-
hal inilah yang menjadi atau memberikan 
keyakinan majelis hakim dalam 
memberikan sanksi pidana terhadap 
terdakwa. 
Sanksi atau hukuman yang 
diberikan kepada terdakwa sudah tepat. 
Dakwaan tunggal yang diajukan oleh jaksa 
penuntut umum sudah memenuhi unsur-
unsur tersebut sebagaimana malam hal ini 
adalah memanipulasi dalam ruang lingkup 
informasi dan teknologi informasi 
sebagaimana diatur dalam pasal 35. Dan 
pemberian sanski pidana sebagaimana 
diatur dalam pasal 51 butir 1 satu yaitu 
setiap orang yang memenuhi unsur 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 
dipidana dengan pidana penjara paling 
lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda 
paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua 
belas miliar rupiah).  
Bahwa dalam persidangan juga, 
majelis hakim tidak menemukan hal-hal 
yang dapat melepaskan terdakwa dari 
pertanggungjawaban pidana, baik sebagai 




alasan pembenar ataupun alasan pemaaf 
(Moeljatno, 2015).   
 
SIMPULAN  
Unsur-unsur penyebab tindak 
pidana pada driver GrabCar sebagai pelaku 
tindak pidana dalam memanipulasi data 
elektronik ada dua faktor yaitu faktor 
internal dan faktor eksternal. Faktor 
internal yaitu, sebagian besar alasan 
susahnya pencapian bonus adalah berasal 
dari dalam diri driver itu sendiri dengan 
mendapatkan bonus insentif secara instan 
dan tidak mau usaha untuk 
memperolehnya, padahal perusahaan Grab 
sendiri memberikan bonus insentif 
tersebut agar para mitranya tetap 
semangat dan tertantang dalam 
mencapainya dan otomatis memberikan 
usaha yang lebih baik dalam memberikan 
pelayanan setiap hari kepada kastamer. 
Faktor Eksternal yaitu, pengaruh 
lingkungan dalam interaksi sosial menjadi 
berdampak ketika driver original atau 
driver yang menjalankan ketentuan 
perusahaan sebagaimana mestinya 
melakukan kontak atau dipengaruhi oleh 
driver lain yang telah melakukan 
manipulasi sistem order.   
Upaya hukum terhadap kasus driver 
GrabCar sebagai pelaku tindak pidana 
dalam memanipulasi data elektronik yaitu 
upaya represif dan upaya preventif. Upaya 
represif adalah melakukan penangkapan 
terhadap pelaku manipulasi data 
elektronik dengan melakukan razia 
terhadap tempat-tempat yang dicurigai 
sebagai tempat berkumpulnya oknum-
oknum yang melakukan manipulasi data 
elekronik seperti tempat-tempat ngetem 
atau berkumpulnya para driver GrabCar, 
kost-kost, warung, dan sebagainya. Upaya 
preventif merupakan penanggulangan 
kejahatan lewat jalur diluar hukum pidana 
lebih menitikberatkan pada sifat 
pencegahan atau preventif. Upaya 
penanggulangan kejahatan ini merupakan 
pencegahan terjadinya kejahatan, maka 
sasaran utamanya adalah menangani 
faktor-faktor tindak pidana manipulasi 
data elektronik transportasi online 
GrabCar secara kondusif penyebab 
terjadinya kejahatan. 
Kebijakan hukum terhadap kasus 
driver GrabCar sebagai pelaku tindak 
pidana dalam memanipulasi data 
elektronik berdasarkan putusan hakim 
nomor 853/Pid.Sus/2018/PNMks yaitu 
kebijakan penal dan Kebijakan non penal. 
Kebijakan penal adalah upaya 
penanggulangan kejahatan dengan 
menggunakan sarana pidana, dalam hal ini 
terjadi suatu perumusan dan pemidanaan 
yang telah dilegalkan melalui perundang-
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undangan. Kebijakan penal selalu 
berkaitan dengan tiga hal pokok, di 
antaranya: pertama, keseluruhan asas dan 
metode yang menjadi dasar dari reaksi 
terhadap pelanggaran hukum yang berupa 
pidana. Kedua, keseluruhan fungsi dari 
aparatur penegak hukum, termasuk di 
dalamnya cara kerja dari pengadilan dan 
polisi. Ketiga, keseluruhan kebijakan, yang 
bertujuan untuk menegakkan norma- 
norma sentral dari masyarakat. Kebijakan 
kriminal dengan sarana non penal artinya 
upaya penanggulangan kejahatan dengan 
tidak melakukan hukum pidana. Upaya 
non penal dapat juga diartikan sebagai 
upaya yang bersifat preventif, misalnya 
memperbaiki kondisi-kondisi tertentu 
dalam masyarakat atau melakukan 
pengawasan tertantu sebagai upaya 
prevensi terhadap kejahatan. 
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